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Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/NVIII/2010 Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 10 Tahun 2010

Tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56
dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang
tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung
biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos
bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka dengan ini
diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut : |
1. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan
perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum
agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan
Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A,

2. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata
dan jinayat bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan
Agama agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan

Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran B;



3. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha

Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara agar menyesuaikan dengan Pedoman Pemberian Bantuan

Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum (lampiran A).

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia

Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia



